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b. Kriteria Cagar Budaya 

UU CB memberikan kerangka kategorisasi dan kriteria terhadap 

objek yang diusulkan menjadi cagar budaya. Menurut kategorinya 

objek yang dapat diusulkan sebgai cagar budaya terdiri dari lima 

jenis, yaitu (1) benda, (2) bangunan, (3) struktur, (4) lokasi, dan 

(5) satuan ruang geografis. Agar objek-objek tersebut dapat 

diusulkan sebagai cagar budaya maka masing-masing harus 

memenuhi kriteria sebagaimana disebut dalam pasal 5 s/d pasal 

10 UUCB yang rinciannya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:  
 

Tabel 1. Kategori Cagar Budaya dan Kriterianya 
 

Kategori 
Kriteria Kategori & 

Contoh 

Kriteria Nilai 

Penting* 

Benda 

Benda Cagar Budaya 

dapat:: 

1. Berupa benda alam 

dan/atau benda buatan 

manusia yang 

dimanfaatkan oleh 

manusia, serta sisa-sisa 

biota yang dapat 

dihubungkan dengan 

kegiatan manusia 

dan/atau dapat 

dihubungkan dengan 

sejarah manusia. 

Benda, bangunan, 

struktur dapat 

diusulkan sebagai 

cagar budaya 

apabila memenuhi 

kriteria:   

1. Berusia 50 tahun 

atau lebih 

 2. Bersifat bergerak atau 

tidak bergerak 

2. Mewakili gaya 

masa paling 

singkat 50 tahun 

atau lebih 

 3. Merupakan kesatuan 

atau kelompok 

3. Memiliki arti 

khusus bagi 

sejarah, ilmu 

pengetahuan, 

pendidikan, 

agama dan atau 

kebudayaan; dan   

  4. Memiliki nilai 

budaya bagi 

penguatan 

kepribadian 

bangsa.  
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Bangunan 

Bangunan cagar budaya 

dapat:  

1. Berunsur tunggal atau 

banyak; dan/atau 

1. Berusia 50 tahun 

atau lebih 

 2. Berdiri bebas atau 

menyatu dengan 

formasi alam. 

2. Mewakili gaya 

masa paling 

singkat 50 tahun 

atau lebih 

  3. Memiliki arti 

khusus bagi 

sejarah, ilmu 

pengetahuan, 

pendidikan, 

agama dan atau 

kebudayaan; dan   

  4. Memiliki nilai 

budaya bagi 

penguatan 

kepribadian 

bangsa.  

   

Struktur 

1. Struktur cagar budaya 

dapat:  

2. Berunsur tunggal ata 

banyak; dan/atau 

1. Berusia 50 tahun 

atau lebih 

 3. Sebagian atau 

seluruhnya menyatu 

dengan formasi alam 

2. Mewakili gaya 

masa paling 

singkat 50 tahun 

atau lebih 

  3. Memiliki arti 

khusus bagi 

sejarah, ilmu 

pengetahuan, 

pendidikan, 

agama dan atau 

kebudayaan; dan   

  4. Memiliki nilai 

budaya bagi 

penguatan 

kepribadian 

bangsa.  

Lokasi 
Lokasi dapat disebut cagar 

budaya apabila: 

Mengikuti kriteria yang 

melekat pada benda, 
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1. Mengandung benda 

cagar budaya, 

bangunan cagar 

budaya, dan/atau 

struktur cagar budaya 

bangunan, dan /atau 

struktur cagar budaya 

yang ada di dalamnya.  

 2. Menyimpan informasi 

kegiatan manusia pada 

masa lampau. 

 

Satuan 

ruang 

geografis 

Satuan ruang geografis 

dapat dtetapkan sebagai 

cagar budaya apabila:  

1. Mengandung dua situs 

cagar budaya atau lebih 

yang letaknya 

berdekatan  

 

 2. Mengikuti kriteria yang 

berlau pada situs-situs 

yang menjadi 

bagiannya.  

 

 3. Memiliki pola yang 

memperlihatkan fungsi 

ruang pada masa lalu 

berusia paling sedikit 50 

tahun. 

 

 4. Memperlihatkan 

pengaruh manusia 

masa lalu pada proses 

pemanfaatan ruang 

berskala luas;  

 

 5. Memperlihatkan bukti 

pembentukan landskap 

budaya; dan  

 

 6. Memiliki lapisan tanah 

terbenam yang 

mengandung bukti 

kegiatan manusia atau 

endapan fosil. 

 

 * Diluar kriteria ini terdapat kriteria lain yang hanya dikenakan kepada objek 

yang dianggap oenting berdasaran penelitian, namun  tidak dapat 

memenuhi kriteria pada pasal 5 s/d 10. Kriteria tersebut dituliskan dalam 

pasal 11 yang berbunyi: “Benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang 

geografis yang atas dasar hasil penelitian memiliki arti khusus bagi 

masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria cagar 



58  PELATIHAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  

budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 

dapat diusulkan sebagai cagar budaya.  

 
 

Tidak mudah untuk memahami tiap kriteria untuk setiap kategori 

cagar budaya sebagaimana disebutkan dalam kolom paling kanan 

dari table di atas.  Di bawah ini akan dijelaskan maksud dari 

masing-masing kriteria tersebut:  
 

Tabel 2.  Kriteria cagar Budaya dan Penjelasannya 
 

Kriteria Penjelasan Kriteria Contoh 

1. Umur 50 atau 

lebih 

Diketahui berdasarkan: 

Angka tahun yang tertulis 

Periode gaya seni  

Periode pembuatan 

artefak atau bangunan 

Analisis tarikh dengan 

laboratorium (C-14, 

Dendro-chrolology dll)  

Identifikasi gaya seni  

 

 

2. Masa gaya 50 

tahun (hanya 

berlaku untuk 

bangunan 

arsitektural & 

karya seni) 

Diketahui berdasarkan: 

Identifikasi periode gaya 

seni (apakah masa 

berlangsungnya suatu 

gaya tertentu  mencapai 

50 tahun atau tidak).  

 

3. Ari khusus bagi 

sejarah 

Mewakili peristiwa 

sejarah penting  

Berkaitan dengan 

prestasi tokoh penting 

dalam sejarah 

Mewakili atau menjadi 

symbol penting dalam 

sejarah  pencapaian 

kebudayan.   

 

4. Arti khusus bagi 

ilmu 

pengetahuan 

Mengandung informasi 

penting bagi khasanah 

ilmu pengetahuan 

Memiliki potensi untuk 

memecahkan masalah 

ilmu pengetahuan 
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5. Arti khusus bagi 

pendidikan 

Mengandung muatan 

yang dapat digunakan 

sebagai sumber 

pembelajaran di sekolah-

sekolah dalam rangka 

pendidikan kebangsaan 

 

6. Arti khusus bagi 

agama 

Mengandung muatan 

informasi sejarah 

kahadiran agama-agama 

atau kepercayaan di 

suatu tempat, dan 

memuat ajaran-ajaran 

moral dan kabaikan.  

 

7. Arti khusus bagi 

kebudayaan 

Mengandung muatan 

informasi yang berkaitan 

dengan ekpresi budaya 

dari  kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu yang 

bersifat khas, dan 

memuat hubungan saling 

pengaruh antar berbagai 

tradisi budaya.  

 

8. Nilai budaya bagi 

penguatan 

kepribadian 

bangsa 

Mengandung informasi 

yang berkaitan dengan 

ciri khas suatu komunitas 

atau gabungan ciri-ciri 

berbagai komunitas yang 

dirasakan sebagai milik 

bersama.   

 

9. Arti khusus bagi 

masyarakat atau 

bangsa 

Indonesia 

Mengandung informasi 

yang berkaitan dengan 

peristiwa-peristiwa 

penting dan menjadi 

ingatan kolektif suatu 

kelompok masyarakat 

atau bagi bangsa 

Indonesia secara 

keselruhan. 
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c. Penetapan batas-batas fisik ODCB 
   

Khusus terhadap ODCB berupa bangunan, struktur, lokasi dan 

satuan geografis, TACB  harus melakukan kajian untuk 

menetapkan batas-batas fisik atau delineasi dari objek tersebut. 

Hal ini diperlukan  agar setiap orang yang memiliki atau 

menguasai objek tersebut nantinya dapat memahami batas-batas 

kewenangannya serta hak-hak dan kewajiban yang melekat pada 

objek tersebut, baik yang berkaitan dengan pelindungan, 

pengembangan maupun pemanfaatannya. Penentuan batas fisik 

itu dapat berbeda-beda penerapannya tergantung karakteristik 

objek dan lingkungannya. Beberapa kemungkinan berikut ini 

biasanya menjadi perhatian dalam menetapkan batas-batas fisik 

tersebut:  

1. Batas asli : batas cagar budaya yang masih dikenali 

berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi 

2. Batas budaya : batas wilayah menurut kesepaakatan 

mayarakat pendukung 

3. Batas arbitrer : batas yang ditentukan atas kebutuhan 

pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas 

kepemilikan tanah 

4. Batas yang memperhatikan batas kontekstual antara cagar dgn 

lingkungan alam dan sosial budaya 

5. Cakupan  pandangan terhadap bangunan atau struktur cb 

 

4. Penetapan.  

Pengkajian merupakan suatu proses kerja yang diarahkan untuk 

menguji kelayakan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya.  

Hasil dari kajian ini ini adalah status layak atau tidak layak dari objek 

yang didaftarkan untuk direkomendasikan sebagai cagar budaya. 

Dasar untuk menilai layak atau tidak layak adalah penggunaan 

instrument berupa kriteria yang telah ditentukan di dalam UU. Untuk 

memahami bagaimana proses pengkajian hingga dikeluarkannya 

hasil rekomendasi penetapan akan diuraikan di bawah ini:    

a. Sesuai dengan peraturan UU, pejabat yang  menetapkan status 

cagar budaya adalah Bupati atau Walikota. Penetapan status ini 

dikuatkan melalui Surat Keputusan Bupati atau Walikota. 

b. Segera setelah dikeluarannya Surat Keputusan Penetapan maka 

cagar budaya dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.  

c. Informasi penetapan sebagai cagar budaya disampaikan kepada 

pemiliknya dalam bentuk Surat keterangan yang menyatakan 
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bahwa objek miliknya yang semula merupakan ODCB telah 

menjadi CB. Pemberitahuan informasi ini kepada pemililik perlu 

dilakukan mengingat penetapan sebagai cah=gar budaya 

membawa pada konsekuensi atas hak-hak dan kewajiban yang 

menyertainya.  

 

5. Pemeringkatan.  
 

Berbeda dengan penetapan cagar budaya yang hanya dilakukan oleh 

Bupati atau Walikota.  Dalam hal pemeringkatan cagar budaya, di 

samping Bupati dan Walikota, pejabat lain yang memiliki kewenangan 

menetapkan peringkat adalah Gubernur dan Menteri. 

a. Peringkat Cagar Budaya  

Sesuai dengan ketentuan UU CB, Cagar Budaya dibuat 

pemeringkatannya ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat Nasional, 

Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaen Kota dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

1) Tingkat nasional. Ditetapkan oleh Menteri yang berwewenang 

mengurusi bidang kebudayaan terhadap cagar budaya yang 

semula berada di tingkat provinsi dan cagar budaya yang oleh 

Bupati dan walikota diusulkan sebagai cagar budaya peringkat 

nasional. Di samping itu Menteri juga menetapkan cagar 

budaya tingkat nasional terhadap situs dan kawasan yang 

berada di dia wilayah provinsi atau lebih.  

2) Tingkat provinsi. Ditetapkan oleh Gubernur terhadap cagar 

budaya yang semula berada pada tingkat kabupaten/kota dan 

cagar budaya yang diusulkan oleh Bupati atau walikota untuk 

ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat provinsi. Di samping 

itu Gubernur juga menetapkan cagar budaya tingkat provinsi 

terhadap situs dan kawasan cagar budaya yang berada di 

wilayah dua kabupaten/kota atau lebih.  

3) Tingkat kabupaten/Kota. Ditetapkan oleh Bupati atau Walikota 

berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh TACB 

kabupaten atau Kota. Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/kota 

ditetapkan bersama-sama dengan penetapan status 

penetapan ODCB sebagai CB.  
 

Sebagaimana penetapan status cagar budaya, penetapan 

peringkat juga dikuatkan dengan Surat Keputusan pejabat yang 

disesuaikan dengan kewenangan pemberian peringkatnya. Hasil 

penetapan peringkat selanjutnya dicatat dalam Register Nasional 
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dan Surat pemberitahuan penetapan peringkat juga diberikan 

kepada pemilik cagar budaya. 
 

b. Kriteria peringkat Cagar Budaya  

Instrumen penetapan terutama diperlukan oleh Tim Ahli cagar 

Budaya sebagai unsur utama yang bertanggungjawab dalam 

mengkaji berkas usulan sebagai sumber rujukan untuk 

merekomendasikan penetapan pemeringatan Cagar Budaya. 

Adapun kriteria peringkat cagar budaya ini dapat dilihat dalam 

tabel 3 di bawah ini. Kolom pertama berupa keterangan 

sebagaimana yang tercantum dalam UU CB, sedangkan 

kelompok kedua merupakan indicator peringkat berdasarkan 

interpretasi penulis untuk memudahkan operasionalisasinya.  

 

Tabel 3. Rincian Kriteria Cagar Budaya Berdasarkan 

Peringkatnya 
 

CAGAR BUDAYA PERINGKAT NASIONAL 

 Kriteria Peringkat 

(Pasal 41, UU No. 11 

Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya) 

 

Indikator Peringkat 

A Wujud kesatuan dan 

persatuan bangsa; 

1 Cagar budaya yang 

menggambarkan sejarah 

perkembangan dan perjuangan 

bangsa.  

2 Cagar budaya yang melambangkan 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

3 

 

Cagar budaya yang berkaitan 

dengan prestasi-prestasi tokoh 

nasional (bidang politik, militer, ilmu 

pengetahuan, seni, olah raga, 

kesehatan dll). 

B Karya adiluhung 

yang mencerminkan 

kekhas-an 

kebudayaan bangsa 

Indo-nesia; 

1 Cagar budaya yang 

menggambarkan hasil pemikiran 

yang khas, dan/atau mencer-minkan 

kete-rampilan teknik  yang luar biasa 

pada zamannya.  

2 

 

 

Mewakili gaya wilayah yang 

mencakup   sekurang-kurangnya  

dua provinsi.  
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C Cagar Budaya yang 

sangat langka jenis-

nya, unik 

rancangannya, dan 

sedikit jumlahnya di 

Indonesia; 

1 Memiliki bahan, bentuk dan desain 

yang sangat langka di seluruh 

wilayah Indonesia 

2 

 

 

Merupakan satu-satunya dan sangat 

jarang dikawasan Indonesia 

(museum, Perorang-an, Lapangan).  

D Bukti evolusi 

peradaban bangsa 

serta pertukaran 

budaya lintas negara 

dan lintas daerah, baik 

yang telah punah 

maupun yang masih 

hidup di masyarakat; 

1 Menggambarkan perubahan-

perubahan yang semakin canggih 

atas dasar perban-dingan-

perbandingan 

2 

 

 

Menggambarkan adanya unsur-

unsur yang saling memberi pengaruh 

antar daerah dan antar negara 

E Contoh penting 

kawasan permukiman 

tradisional, lanskap 

budaya, dan/ atau 

pemanfaatan ruang 

bersifat khas yang 

terancam punah. 

1 Cagar budaya berupa kawasan 

permu-kiman tradisional dan lanskap 

budaya yang terancam punah 

(mengalami per-ubahan) oleh 

pembangunan fisik dan/atau 

bencana alam  

2 

 

 

 

Pemanfaatan ruang berupa situs 

dan/atau kawasan yang terancam 

punah akibat pembangunan fisik 

dan/atau bencana alam. 

CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI 

A Mewakili kepentingan 

pe-lestarian Kawasan 

Cagar Budaya lintas 

kabupaten/ kota; 

1 Merupakan kekayaan cagar budaya 

yang sangat penting di provinsi dan  

terancam rusak, hancur atau punah, 

baik karena kelalaian dalam 

perawatan, pemeliha-raan, maupun 

penyimpanan (human ignorance; 

vandalism; negligance) 

 

2 

 

 

Merupakan kekayaan cagar budaya 

di provinsi yang terancam rusak, 

hancur atau punah karena 

kelemahan teknologi perawatan 

yang disebabkan karena aspek 

cagar budayanya sendiri (bahan, 

pengerjakan).  
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B Mewakili karya kreatif 

yang khas dalam 

wilayah provinsi 

(pemikiran dan 

keterampilan teknik); 

1 Menggambarkan kemampuan 

adaptif dalam memanfaatkan 

sumberdaya ling-kungan di wilayah 

provinsi. 

2 Menunjukkan kemampuan dalam 

men-ciptakan cara-cara, teknik-

teknik, dan pemilihan bahan yang 

baru. 

3 

 

Mencerminkan pemikiran dan kete-

rampilan orisinal di tingkat provinsi. 

C Langka jenisnya, unik 

rancangannya, dan 

sedikit jumlahnya di 

provinsi; 

1 Bahan dan desainnya sangat langka 

di provinsi yang bersangkutan. 

 

2 

 

 

Jumlah sedikit, baik yang terdapat di 

museum, di lapangan dan 

perorangan. 

 

D Sebagai bukti evolusi 

peradaban bangsa 

dan pertukaran 

budaya lintas wilayah 

kabupaten/kota, baik 

yang telah punah 

maupun yang masih 

hidup di masyarakat; 

1 Memperlihatkan perubahaan-

perubahan ke arah yang lebih 

canggih atas dasar perbandingan 

dengan wilayah-wilayah di dalam 

provinsi.  

2 Memperlihatkan percampuran atau 

sa-ling pengaruh unsur-unsur 

budaya antar wilayah kabupaten. 

3 

 

Merupakan tradisi yang berlanjut dari 

peradaban masa lalu.  

E Berasosiasi dengan 

tradisi yang masih 

berlangsung; 

1 

 

 

 

Merupakan cagar budaya lintas 

kabupaten di wilayah provinsi yang 

berasosiasi (fungsional) dengan 

tradisi yang masih hidup hingga saat 

ini (misalnya Gunung Padang dan 

orang Baduy). 

CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 

A Sebagai Cagar 

Budaya yang 

diutamakan untuk 

dilestarikan dalam 

wilayah 

kabupaten/kota 

1 Merupakan kekayaan cagar 

budaya yang sangat penting di 

kabupaten dan  terancam rusak, 

hancur atau punah, baik karena 

kelalaian dalam perawatan, 

pemeliharaan, maupun 

penyimpanan (human ignorance; 

vandalism; negligance) 
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2 Merupakan kekayaan cagar 

budaya di kabupaten yang 

terancam rusak, hancur atau 

punah karena kelemahan 

teknologi perawatan yang 

disebabkan karena aspek cagar 

budayanya sendiri (bahan, 

pengerjakan).  

B Mewakili masa gaya 

yang khas 

1 Mewakili  ciri-ciri pengerjaan, 

desain dan atau penggunaan  

bahan yang khas di wilayah 

kabupaten 

2 

 

 

Mewakili ciri-ciri pengerajaan, 

desain, atau penggunaan bahan 

yang mewakili periode tertentu di 

wilayah kabupaten. 

C Tingkat 

keterancamannya 

tinggi; 

1 Merupakan kekayaan cagar 

budaya kebupaten yang 

terancam keselamatannya 

karena faktor lokasi di daerah 

yang mudah terkena bencana 

2 

 

Merupakan kekayaan cagar 

budasya kabupaten yang sulit 

dijaga karena keterbatasan 

teknologi perawatan di wilayah 

kabupaten. 

D Jenisnya sedikit; 1 Kategori atau subkategori  cagar 

budayanya sangat langka 

diwilayah kaupaten 

2 

 

Merupakan sisa-sisa dari 

jenisnya yang terancam punah. 

E Jumlahnya terbatas. 1 

 

 

 

Kategori atau subkategori cagar 

budayanya hanya tinggal satu-

satunya di wilayah kabupaten  

Kategori dan subkategori cagar 

budayanya.  

 

6. Pencatatan dalam Register Nasional Cagar Budaya. 
 

Register nasional cagar budaya merupakan daftar resmi kekayaan 

warisan budaya berupa cagar budaya, baik yang berada di dalam 

negeri maupun di luar negeri. Informasi terpenting dari Register 

Nasional Cagar Budaya memuat tiga hal, yaitu (1) daftar warisan 
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budaya kebendaan yang statusnya telah menjadi cagar budaya; (2) 

kategori cagar budaya yang dibagi ke dalam lima jenis, yaitu benda, 

bangunan, struktur, situs dan kawasan; dan (3) peringkat cagar 

budaya yang dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu nasional, provinsi 

dan kabupaten. 
 

Pencatatan cagar budaya ke dalam Register Nasional mula-mula 

diperoleh dari hasil penetapan yang dilakukan oleh Bupati dan 

Walikota. Di dalam daftar cagar budaya yang telah ditetapkan ini 

sudah memasukkan sekaligus informasi tentang kategorisasi cagar 

budayanya, Jika cagar budaya tersebut masuk kategori tingkat 

kabupaten/kota, maka pencatatannya dapat dilakukan sekaligus 

karena penetapannya juga dilakukan sekaligus.  
 

Pencatatan cagar budaya tingkat provinsi berasal dari Gubernur yang 

ditetapkan berdasarkan perubahan status peringkat daric agar 

budaya yang semula masuk kategori tingkat kabupaten/ kota. Dalam 

hal ini pencatatan dalam Register Nasional merupakan pencatatan 

ulang dari agar budaya yang sudah namun diubah peringkatnya 

menjadi tingkat provinsi. Gubernur dapat menetapkan cagar budaya 

provinsi yang berada di dua wilayah kabupate/Kota atau lebih. Jika 

situasi ini yang terjadi maka ada pengurangan jumlah cagar budaya 

peringkat kabupaten/kota, karena ada dua cagar budaya atau lebih 

yang digabung dan diubah statusnya menjadi cagar budaya tingkat 

provinsi. Kemungkinan lainnya adalah pencatatan cagar budaya 

tingkat provinsi yang baru yang ditetapkan oleh Gubernur 

berdasarkan usulan Bupati/Walikota untk ditetapkan langsung ke 

tingkat provinsi tanpa harus ditetapkan dulu sebagai cagar budaya 

tingkat kabupaten/kota.  
 

Pencatatan cagar budaya tingkat nasional memiliki mekanisme 

seperti pencatatan cagar budaya tingkat provinsi. Pertama cagar 

budaya nasional dicatat dari hasil penetapan perubahan dari tingkat 

provinsi ke tingkat nasional yang dikaji sendiri oleh TACB nasional. 

Dalam kasus ini cagar budaya yang diubah peringkatnya berasal dari 

cagar budaya tingkat provinsi yang sudah tercatat sebelumnya di 

dalam Register Nasional. Dengan pencatatan cagar budaya tingkat 

nasional yang baru ini berarti satu agar budaya peringkat provinsi 

yang lama terhapus karena diubah peringkatnya. Jika cagar budaya 

tingkat nasional berasal dari penggabungan cagar budaya tingkat 

provinsi, maka ada perubahan nomor register yang menggabungkan 
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dua cagar budaya atau lebih menjadi satu. Di samping itu pencatatan 

cagar budaya nasional juga dapat berasal dari usulan Bupati/Walikota 

atau Gubernur yang atas dasar hasil kajian TACB masing-masing 

dapat langsung diusulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional.     
 

7. Penghapusan Cagar Budaya. 

UU CB memuat ketentuan bahwa Cagar Budaya yang sudah tercatat 

dalam Register Nasional cagar Budaya dapat dihapus. Hak untuk 

menghapus cagar budaya dalam daftar register nasional hanya dapat 

dilakukan oleh Menteri.  
 

Usulan penghapusan bisa disampaikan kepada Menteri oleh 

Gubernur, Bupati/Walikota atau oleh Menteri sendiri atas dasar 

rekomendasi TACB masing-masing. Penghapusan bisa dilakukan bila 

terhadap cagar budaya terjadi situasi sebagai berikut: 

a. Musnah 

b. Hilang dan dalam waktu 6 tahun tidak ditemukan 

c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehiangan 

keasliannya, dan 

d. Di kemudian hari diketahui statusnya ternyata bukan cagar 

budaya. 
 

Meskipun demikian penghapusan status itu tidak menghilangkan data 

dalam Register Nasinal dan dokumen yang menyertainya. Cagar 

budaya yang dihapus karena hilang harus dicatat ulang bila 

ditemukan kembali. Pendaftaran kambali cagar budaya yang hilang 

dapat dilakukan pemilik atau yang menguasai cagar budaya.  
 

Pencabutan dan pencatatan kembali cagar budaya harus disertai 

Surat Keterangan, baik mengenai statusnya, maupun kepemilikan 

atau penguasaannya.  

Mekanisme registrasi cagar budaya secara lengkap dapat dilihat 

dalam Gambar bagan berikut ini. 
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Gambar 1. Bagan Mekanisme Registrasi Nasional Cagar Budaya 

 

 
 

8. Praktik pendaftaran  
 

Praktik pendaftaran ODCB dan CB membutuhkan pengetahuan dan 

ketermpilan tertentu, baik bagi orang yang mendaftar maupun 

petugas pendaftaran, baik yang dilakukan secara manual maupun 

melalui laman (online). Bedanya hanya pada sarana yang digunakan 

karena pengisian manual menggunakan sarana berupa berkas dan 

alat-alat tulis. Sedangkan secara online menggunakan sarana 

komputer yang memiliki fasilitas internet. Meskipun demikian 

keduanya membutuhkan  kompetensi dasar yang sama tentang 

substansi objek yang hendak didaftarkan.  
 

Adapun  kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh pendaftar di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Mampu membedakan kategori objek warisan budaya kebendaan  

yang hendak didaftarkan. Misalnya berupa benda, bangunan, 

struktur, satuan ruang geografis setara situs, atau  ruang geografis 

setara kawasan sebagaimana dimaksudkan dalan UU RI Nomor 

11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

2. Mampu mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam pembuatan 

objek warisan budaya kebendaan yang hendak didaftarkan. 
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Misalnya dari bahan bahan organic (kayu, bambu, tulang, gading 

dll), atau bahan anorganik (logam, batu, tanah liat dll), atau 

kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Semakin rinci deskripsinya 

semakin baik.     

3. Mampu mengidentifikasi kriteria yang dimiliki objek warisan budaya 

kebendaan yang diusulkan yang disesuaikan dengan kriteria cagar 

budaya sebagaimana dirumuskan di dalam UU RI Nomor 11 tahun 

2010 tentang Cagar Budaya, misalnya: usia (absolut, relative), nilai 

penting (sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

kebudayaan). 

4. Mampu mengidentifikasi kondisi fisik objek warisan budaya 

kebendaan yang di daftarkan. Misalnya objek yang diusulkan (baik 

sekali, baik, rusak, atau rusak berat).    

5. Mampu mengidentifikasi konteks fungsi asli dari objek warisan 

budaya kebendaan yang diusulkan serta sejarah penggunaannya 

hingga saat terakhir. Misalnya untuk dimanfaatkan dalam konteks 

keagamaan, konteks perdagangan, konteks pemukiman, konteks 

pertukangan, konteks pertahanan dan lain-lain. Sejarah 

penggunaan objek bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.   

6. Mampu menjelaskan status kepemilikan atau penguasaan atas 

objek warisan budaya yang didaftarkan. Misal milik pribadi, milik 

bersama keluarga, milik komunitas masyarakat adat, atau milik 

lembaga. 

7. Mampu mengoperasikan komputer dan cara-cara pengisian 

informasi yang harus dimasukkan ke dalam field-field datar.   

 

Untuk mempraktekan pengisian formulir pendaftaran di bawah ini 

diperlihatkan tata caranya, baik yang dilakukan dengan cara manual 

maupun online.  

1. Pendaftaran secara manual. 

Contoh lembar formulir pendaftaran secara manual dapat dilihat pada 

Gambar 1 di atas. 

2. Pendaftaran secara online. 

Contoh field untuk pengisian formulir secara online dapat dilihat di 

dalam Gambar 02 berikut ini.  

 
 

D. ESTIMASI WAKTU: 

3 (tiga) sesi 9 (sembilan) JP 
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E. METODE: 

Untuk mencapai optimasi pembelajaran, peserta diharapkan dapat 

menjelaskan dan menerapkan setiap sub materi pokok. Pembelajaran 

menggunakan metode active learning melalui ceramah interaktif dan 

diskusi/tanya jawab serta praktik mengisi berbagai formulir pendaftaran 

cagar budaya. 
 

 

F. ALAT/MEDIA 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran Modul Diklat 

Pelestarian Cagar Budaya, materi/tayangan dari para pengajar dan 

makalah para pengajar apabila memungkinkan. Selain itu, bahan-bahan 

lain yang sesuai dengan materi, yaitu peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan cagar budaya. Alat yang digunakan adalah LCD dan 

papan tulis. 
 

 

G. EVALUASI 

Pada akhir sesi pembelajaran, dilakukan metode evaluasi refleksi diri. 

Para peserta diminta untuk menuliskan materi sub pokok apa yang paling 

berguna untuk pengetahuan dan pengembangan karirnya dan materi apa 

yang tidak relevan. Cara ini dapat memberikan gambaran tentang (1) 

pemahaman peserta dan (2) evaluasi materi ajar.  
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INSTRUMEN UJI KETERBACAAN 

MODUL 3  MEKANISME REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA 

 

A. Kompetensi dasar 

1. Menurut Anda apakah modul Mekanisme Registrasi Nasional 

Cagar Budaya mampu menjelaskan seluruh mekanisme registrasi 

nasional cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar Anda 

2. Setelah mempelajari modul Mekanisme Registrasi Nasional Cagar 

Budaya, menurut Anda  apakah peserta pelatihan dapat 

melaksanakan pendaftaran ODCB dalam rangka penetapan 

statusnya sebagai cagar budaya? Apabila tidak, berikan komentar 

dan masukan Anda 

   

B. Indikator keberhasilan   

Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam 

hal menjelaskan mekanisme reistrasi nasional cagar budaya? Jika tidak 

tidak, berikan komentar dan masukan Anda. 

1. Apakah perbedaan Register Nasional Cagar Budaya dan Registrasi 

Nasional Cagar Budaya? 

2. Uraikan siapakah yang dapat menjadi petugas pendaftaran 

kabuaten/Kota dan apa saja tugas-tugasnya itu. 

3. Sebutkan tiga lokasi pendaftaran cagar budaya dan siapa yang 

memiiki kewenangan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan UU 

CB tahun 2010.?  

4. Sebutkan pasal-pasal tentang kriteria  cagar budaya yang menjadi 

sumber  acuan penetapan oleh TACB?:  

5. Terangkan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan status cagar 

Budaya dapat dihapuskan. 

6. Gambarkan skema mekanisme registrasi nasional.   
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Apakah soal-soal di bawah ini mendukung indikator keberhasilan dalam 

hal melaksanakan pendaftaran cagar budaya melalui online? Jika tidak, 

berikan komentar dan masukan Anda.  

1. Siapa saja yang dapat mendaftarkan ODCB dan dengan cara apa saja 

pendaftaran ODCB dapat dilakukan? 

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mendaftarkan 

ODCB secara online? 
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DAFTAR SUB MATERI 

MATERI PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 
 

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA  

 

A. DEKRIPSI SINGKAT 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C. MATERI POKOK DAN SUB-MATERI POKOK 

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip Pelindungan Cagar Budaya  

2. Mekanisme dan bentuk-bentuk pelindungan  

3. Pelindungan hukum  

a. Pelindungan ODCB & CB 

b. Pelindungan kepemilikan ODCB & CB 

c. Pelindungan melalui perizinan 

d. Pelindungan terhadap tindakan kriminal. 

4. Pelindungan fisik 

a. Penyelamatan 

b. Pengamanan 

c. Zonasi 

d. Pemeliharaan 

e. Pemugaran  
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PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 

 
 

A. DESKRIPSI SINGKAT 

Materi Pelindungan Cagar Budaya berisi pengetahuan tentang prinsip-

prinsip pelindungan dan upaya-upaya mencegah dan menanggulangi 

dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya. 
 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Kompetensi dasar 

 Setelah mengikuti mata ajar diklat ini, peserta diharapkan mampu 

menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis pelindungan cagar budaya. 

2. Indikator keberhasilan   

Setelah mempelajari bahan ajar Pelindungan Cagar Budaya, peserta 

diharapkan mampu: 

a. Mampu menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup 

pelindungan cagar budaya 

b. Mampu menjelaskan jenis-jenis pelindungan  
 

 

C. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK: 

Materi pokok dan sub materi pokok dari Bahan Ajar Pelindungan Cagar 

Budaya adalah sebagai berikut: 

1. Konsep dasar dan prinsip-prinsip pelindungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “pelindungan” kaitan 

dengan istilah melindungi dan perlindungan (dengan huruf “r”). Salah 

satu arti dari kata melindungi adalah menjaga, merawat, memelihara. 

Misalnya “Pemerintah melindungi kekayaan warisan budaya yang 

terancam punah”. Arti lainnya adalah menyelamatkan (memberi 

pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya. 

Sedangkan kata pelindungan berarti proses, cara, perbuatan 

melindungi. Istilah ini tidak bisa ditukar dengan kata perlindungan yang 

berarti tempat berlindung. Adapun kata-kata pelindungan  

sebagaimana dirumuskan dalam UU RI No. 11 tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya (pasal 1 butir 23) memiliki arti yang lebih khusus, yaitu 

upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, 

atau kemusnahan dengan lima cara, yaitu (1)  penyelamatan, (2) 

pengamanan, (3) zonasi, (4) pemeliharaan, dan (5) pemugaran cagar 

budaya.  
 

Kelima cara untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kerusakan 

atau kepunahan cagar budaya sebagaimana disebutkan di atas secara 
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jelas menunjukkan sifat yang memberi tekanan pada aspek 

pelindungan fisik terhadap cagar budaya. Dalam kenyataan, terdapat 

bentuk pelindungan lain yang tidak bersifat fisik melainkan berupa 

peraturan hukum atau prinsip-prinsip yang dijadikan kesepakatan 

bersama.  
 

 

Atas dasar kenyataan tersebut bebapa prinsip pelindungan di bawah 

ini perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan pelindungan.  

a)  Pelindungan hukum terhadap cagar budaya harus didasarkan atas 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan 

sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan internasional yang diakui 

dan dijadikan acuan dalam pembentukkan peraturan perundang-

undangan Cagar Budaya Indonesia.  

b) Sebagai bagian dari upaya pelestarian, kegiatan pelindungan fisik 

terhadap cagar budaya harus memperhatikan prinsip-prinsip 

pelestarian yang mencakup keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya 

dan atau teknologi pengerjaannya, serta etika pelestarian cagar 

budaya. 

c) Tata cara pelindungan juga harus mengikuti prinsip pelestarian 

dengan mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya 

pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan dilakukan. 

Oleh karena itu kegiatan ini harus didukung oleh pendokumentasian 

secara lengkap sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan 

berlangsung.  

 

Pelindungan hukum ditujukan kepada orang-orang yang harus 

bertanggungjawab terhadap keterancaman kelestarian cagar budaya. 

Sedangkan pelindungan fisik  ditujukan secara langsung terhadap 

objek cagar budaya, baik melalui upaya pencegahan dari 

kemungkinan rusak, hancur atau punah, maupun upaya 

penanggulangan bila kerusakan atau kehancuan sudah terjadi.  
 

Meskipun demikian pelindungan hukum dan pelindungan fisik memiliki 

hubungan timbal balik. Sebagian besar upaya pelindungan fisik 

merupakan pelakanaan dari ketentuan hukum atau prinsip-prinsip dan 

etika pelestarian. Sebaliknya ketentuan-ketentuan hukum sering tidak 

dapat diterapkan begitu saja di lapangan, baik karena tidak sesuai 

dengan kenyataan maupun tidak tertampung dalam ketentuan hukum 

yang ada. Oleh karena itu kasus-kasus di lapangan sering menjadi 

sumber acuan dalam perbaikan aturan hukum. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut uraian tentang pelindungan akan dibagi ke 
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dalam dua bagan pokok, yaitu (1) pelindungan hukum melalui 

mekanisme  perizinan, dan sanksi, dan (2)  pelindungan fisik melalui 

tindakan-tindakan teknis yang  bersifat fisik.   

 

2. Pelindungan hukum.  

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, upaya 

pelindungan melalui aturan hukum dapat dibagi ke dalam tiga bagian, 

yaitu (1) pelindungan terhadap objek yang diduga  cagar budaya 

(ODCB) dan terhadap cagar budaya (CB), (2) pelindungan terhadap 

kepemilikan ODCB dan CB, (3) pelindungan cagar budaya dari 

tindakan kriminal, dan (4) pelindungan cagar budaya melalui 

mekanisme perizinan. Uraian mengenai setiap jenis pelindungan 

adalah sebagai berikut: 
 

a. Pelindungan atas ODCB dan CB.  

Objek-objek purbakala yang baru ditemukan, baik secara tidak 

sengaja maupun secara sengaja (melalui pencarian), memiliki 

resiko sangat tinggi untuk mengalami kerusakan, kehancuran dan 

kemusnahan, baik yang disebabkan karena ulah manusia atau 

sebab-sebab alam. Objek-objek ini dapat diburu sebagai harta 

karun, dicuri, dan dijual sebagai komoditi perdagangan, atau 

sebaliknya ditelantarkan, dibuang atau dihancurkan sebagai 

barang-barang yang dianggap tidak berharga. Oleh karena itu 

setiap orang diharapkan dapat melindunginya dengan cara 

melaporkan kepada aparat pemerintah atau polisi dan 

mendaftarkan ODCB tersebut kepada petugas pendaftaran yang 

telah ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah.  Semua 

objek purbakala yang telah didaftarkan secara hukum telah 

dimasukkan ke dalam kategori objek yang diduga cagar budaya 

(ODCB). Pendaftaran merupakan proses awal dalam rangka 

penetapan ODCB sebagai cagar budaya, oleh sebab itu selama 

proses tersebut berlangsung ODCB tersebut diperlakukan sebagai 

cagar Budaya. Pasal 31 ayat 5 UUCB secara tegas menyatakan: 

“Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, 

atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, 

dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya”. 

Bunyi pasal ini dapat ditafsirkan bahwa objek purbakala telah 

menjadi ODCB ketika sudah terdaftar. Dengan demikian objek-

objek yang baru ditemukan dan belum didaftarkan sebenarnya 

masih rentan terhadap kemungkinan rusak, hancur dan musnah.    



Modul 4 : PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA  77 

Mengingat hal ini diharapkan setiap orang yang baru menemukan 

objek yang dianggai memiliki kemungkinan sebagai cagar budaya 

untuk segera mendafarkannya. Termasuk ke dalam objek-objek 

purbakala yang juga rentan terhadap kemungkinan rusak, hancur, 

musnah atau hilang adalah objek-objek yang dimiliki atau dikuasai 

oleh setiap setiap orang, termasuk pemerintah dan pemerintah 

daerah. Oleh karena itu terhadap pihak-pihak yang memiliki dan 

menguasainya diharapkan untuk melaporkan dan 

mendaftarkannya. Perlu dipahami bahwa dengan melakukan 

pendaftaran, objek yang didaftar hanya dicatat statusnya dan 

keterangan kesejarahannya, sedangkan status kepemilikan dan 

penguasaan tidak beralih ke pihak manapun. Jika nantinya terbukti 

bukan cagar budaya maka akan dihapus dari daftar dan jika terbukti 

merupakan cagar budaya maka akan masuk daftar kekayaan 

nasional yang kepemilikannya juga tidak berubah dan 

pelindungannya lebih terjaga.  

Ketika ODCB telah ditetapkan sebagai CB maka statusnya sebagai 

CB memiliki kedudukan yang amat kuat karena membawa 

konsekuensi kepada pemilik atau yang menguasai cagar budaya 

tersebut untuk melakukan penyelamatan, pengamanan, dan 

pemeliharaan terhadap cagar budaya tersebut. Jika pemilik atau 

yang menguasai tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk 

melakukan pelindungan, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk 

memberikan bantuan untuk menanganinya.    
 

b. Pelindungan terhadap kepemilikan atau penguasaan.  

Salah satu permasalahan penting dan rawan konflik dalam rangka 

pelindungan cagar budaya adalah status kepemilikan. Di Negara-

negara maju masalah seperti ini jarang terjadi, namun di Negara 

Indonesia masalah ini masih kerap  terjadi sebagai akibat dari 

kurangnya kesadaran dari para pemilik atau pengelola cagar 

budaya untuk melakukan pendataan mengenai status 

kepemilikannya. Tidak adanya kejelasan status kepemilikan atau 

adanya konflik pendakuan atas kepemilikan atau penguasaan atas 

cagar budaya dapat menimbukan kesulitan dalam upaya-upaya 

pelindungan, pengembangan maupun pemanfaatannya. 

Status kepemilikan cagar budaya dapat ditelusuri melalui cara 

perolehannya, yaitu: 

1) penemuan (secara tidak sengaja) ODCB atau CB. Kepemilikan 

ini bisa bersifat individual bila objek tersebut ditemukan oleh 




